
10. STANDAR PELAYANAN INFORMASI BIASA

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan 

masyarakat.

2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dan komitmen Pengadilan Negeri Balikpapan Klas IA 

kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna 

pelayanan Pengadilan Negen Balikpapan Klas IA.

3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan 

Pengadilan Negeri Balikpapan Klas IA.

4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Balikpapan Klas IA.dalam 

penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Informasi biasa merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk 

pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian 

penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak 

asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri 

penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk 

mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, Ketebukaan Informasi 

Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik 

terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala 

sesuatu yang berakibat pada kepeningan publik. Untuk memberikan akses 

informasi publik diperlukan adanya pengelolaan informasi publik

D. RUANG LINGKUP

Standar pelayanan pengadilan ini digunakan untuk kelancaran proses 

Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas IA.

E. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi 

Publik.



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 

tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ,

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 

Tanggal 9 Februan 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

5. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik.

6. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK//HM02.3/2/2018 Tentang 

Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Nomor 

3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 Tentang Perubahan Surat Keputusan 

Dirjen Badifum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman 

Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi 

dan Pengadilan Negeri.

7. Surat Keputusan Dirjen Badilum MA Nomor 1586/DJU/SK/PSO1/9/2015 

tentang Pedoman Standar Pelayanan Informasi

F. PRODUK PELAYANAN

Dokumen berisi informasi

G. SARANA PRASARANA

Printer, Komputer dan jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan memahami SOP dan 

Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas IA

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan

J. JANGKA WAKTU

1 (satu) hari kerja terhitung sejak berkas lengkap.

K. SYARAT-SYARAT

1. Identitas Pemohon.

2. Surat Kuasa (dalam hal ada Kuasa).

3. Kartu Tanda Anggota Advokat.



4. Berita Acara Sumpah Advokat.

5. Mengisi template permohonan.

6. Melampirkan dokumen putusan terakhir yang akan dinyatakan inkracht.

7. Melampirkan dokumen pemberitahuan putusan

L. BIAYA ATAU TARIF

Pembuatan Akte-------------------Rp 10.000,00



M. ALUR PELAYANAN


